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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

h

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDR,AGIRI HILIR

NOMOR: ro TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDMGIRI HILIR

bahwa Kabupalen Indragir i  Hil ir  terdir i  dari daratan dan perairan, barry.r":
mengandung berbagai jenis bahan galian, yang merupakan sumber daya ala11,
dimana pengelolaannya, telah menjadi wewenang pemerintah Daerah.

bahwa berbagai jenis bahan galian tersebut pada butir a dalam pengelotaannya
perlu di lakukan pembinaan pengendalian, dan pengawasan untuk mendapatkair
hasil  yang maksimal.

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dap t,
perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Undang-undang 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerair
Tingkat II Indragiri Hil ir ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196Ii
Nomor 49, Tambahan tembaran Negara Nomor 2754 );

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan porc,r
Pedambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun !967 Nomor 22.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Peraturan Pbmerintah Nomor 79 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas peraturan
Pemerintbh Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanlan Undang-undang Nomor
11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertamba-ngan (LJmbar;rn
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor r29, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3610);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang_
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor lTahun 2004 tentang
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.S Tambahan
4355 ) ;

Perbendaharaan Negar.r
Lembaran Negara Nomor

Z,

4.

5.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambaharr
Lembaran Negara Nomor 5368 );



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 7004, tentang Pemerintahan Daerali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tanrllalr;rrr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa37);

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anfar;j
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera RepuLrlrfr
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor +q3E),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Penrelini;ri '
dan KewenanEan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Regrtrlr lr l '
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Relrri, i  '
indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusr Daer.:irr
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tanrbrr l r , r r
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137 );

10' Peraturan Daerah Kabupaten indragiri Hil ir Nomor 05dan Tahun ZOO4,lentarrcl
Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan Oan
Energi Kabupaten Indragiri Hil ir (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2OO4 s,-, ' ,
D);

l l .Peraturan Daerah Kabqpaten Indragiri Hil ir Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Pertambbngan Umum (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun
2001,Seri i C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH. 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSI(AN

IUICNCIAPKAN : PERATUR.AN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRT HIttR TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH .

'  BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraLuran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten indragiri Hil ir.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Indragiri Hil ir,
3. Bupati.adalah Bupati Indragiri Hil ir.
4, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hil ir.
5' Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup,Pertambangan dan ener!i KabLrpat.r,,

Indragiri Hil ir.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hil ir.
7. Bahan Galian Umum Daerah adalah unsur-unsur Kimia, mineral-mineral, Bi.lr lr-

bij ih dan segala macam Batuan termasuk batu-batu mulia yung ,uirpakan
endapan-endapan alam, Panas bumi, Air Bawah Tanah seti in 

"t"t inyu[-a..,,.,.,
dan Gas Alam .

8, Pertambangan Umum Daerah adalah Kegiatan pertambangan yang terdiri ct;:rr
Eksplorasi dan Eksploitasi, pengolahan/pemurnian, penganjkutan darr
Penjualan serta segala fasil i tas penunjang lainnya diwilJyah Kabupaf r,:p
Indragir i  Hi l i r .



9. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Pelatt;tt
yang berwenang dimana semua atau sebahagian kegiatan Peftambartq;itt
pada wilayah tersebut hanya boleh dilakukan oleh rakyat, masyarakal
setempat, baik secara perorangan maupun kelompok.

10. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebahagian kegiatan Pertambanql;rtr
yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gototrr;
royong dalam lokasi yang sama.

11. Izin usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin usah.r
Pertambangan yang memberi wewenang untuk melakukan semua atatt
sebahagian kegiatan Pertambangan umum di Wilayah Kabupalen Indraqttt
Hi l i r .

12.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin usalra
Pertambangan yang diberikan kepada perorangan Warga Negara indonesta
dan atau Badan Usaha Koperasi setempat pada Wilayah Pertambangarr
Rakyat.

13. Perjajian Usaha Pertambangan adalah perjanjian antara Badan Usaha Milik
Negara/Daerah yang mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah dengan
Kontraktor untuk melaksanakan usaha pertambangan.

14. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologis umum atau geofisika
didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud unfuk
membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan
galian pada umumnyq..

15. Eksplorasi adalah ' segala penyelidikan Giologi Pertambangan unlrrk
menetapkan lebih teliti/Seksama tentang adanya dan letak bahan galian.

16. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan /
memproduksi bahan Galian dan memanfaatkannya.

17. Pengelolaan dan Pemurnian adalah Usaha untuk mempertinggi mutu bahan
galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada
bahan galian.

18. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat
Eksploitasi/ Produksi ke tempat Pengolahan/ Pemurnian, atau Penjualan.

19. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil Eksploitasi
atau Pengolahan/Pemurnian.

20. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan Penambangan cJair
lokasi penerima fasilitas penunjang kegiatan Penambangan.

21. Kawasarl Pertambangan adalah suatu area terpilih dari area sebaran bahan
Galian'yang layak Tambang dipersiapkan secara matang baik fisik mauprrrl
yuridis untuk kegiatan pertambangan umum.

22. Retribusi Pertambangan daerah pungutan yang dikenakan kepada setralr
pemegang kuasa PertambanEan bahan Galian Golongan A,B dan C yang terdi.
dari Izin R€tribusi tetap dan Retribusi Produksi.

23, Retribusi t.etap adalah pungutan atas Wilayah kuasa pertambangan.
24. Retribusi Izin adalah pungutan atas Permohonan Izin kuasa P€rtambano;:, '

yang dimohon.
25. Retribusi Prodoksi adalah pungutan atas besarnya hasil produksi / Ton i nr '

kuasa Pertambangan Eksploitasi.
26. Pembaritu bendaharawan Khusus adalah seseorang yang ditunjuk dan

ditugaskan dengan Peraturan Bupati untuk mellungut retribusi dan
menyetorkan ke Kas Daerah

27. Juru Pungut adalah seseorang yangditunjuk dan ditugaskan untuk membantu
Bendaharawan Khusus memungut Retribusi.

28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi di wajibkan untuk melakukan pembanyaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktl
bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinEo tertentu c]arr
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hil ir.



BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dcng.trr franta Retribusi Pertambangan Umum sebagai pembanyaran atas Perizirratt yi)rr(J
cliLerbitkan oleh Dinas atas nama Bupati.

Pasal 3

0b.1ek Retribusi adalah Izin Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :

Izin Kuasa Pertambangan terdiri dari :
a. Izin Penyelidikan Umum
b. Izin Eksplorasi
c, Izin Eksploitasi
d. Izin Pengolahan dan Pemurnian
e. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 4

Subjek Retribusi Pertambangan Umum adalah Orang Pribadi, atau Badan Hukum yang mendalrat
pelayanan perizinan .

" Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha
Pertambangan Bahan Gal ian Golongan A, B dan C.

GoLoNGAN RETRTBUSI DAN .ifii iltlnuu*rR rrNGKAr RETRIBusT

Pasal 6

( l ) Relribusi Izin Usaha Pertdrhbangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jdsa Usaha rj; in
Retri busi Perizi nan Tertentu.

(2 )  ] - ingkat Retr ibusi  ' i in iOung Pehambangan Umum yang dikenakan Tar i f  Retr ihrrs,
berdasarkan tahapan dan luas wilayah yang diberikan.

.  
, ,  BAB IV

IZIN USAHA DTBIDANG PThTAMBANGAN UMUI,I YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

( I ) Perizinan Kuasa Pertambangan terdiri dari :

a. Izin Penyelidikan Umum / Hektar
b,  Iz in Eksplorasi /  Hektar
c, Izin Eksploitasi / Hektar

d. Izin Pengolahan dan Pemurnian / hektar
e. Izin Pengangkutan dan Penjualan / Hektar



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DAI.AM PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal B

1 ) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud adalait
untuk menetapkan biaya penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan Usaha Pertambanqatt
Unrurn dan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Masyarakat
dan Aspek Keadilan.

?-) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) termasuk biaya Investasi prasarana, braya
operasional dan pemeliharaan sefta biaya pembinaan dibidang Pertambangan Umum.

3 ) Sasaran Penrungutan tarif Retribusi adalah perorangan atau Badan Hukum (Koperasi,
Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara) yang melaksankan kegiatan Usalra
Pertambangan Bahan Galian Golongan A, B dan C.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

1 ) Struktur tarif digolongkan berdaqarkan luas wilayah dan kapasitas penggunaan dan ;enrs
usaha Pertambangan Umum. '

2 ) Struktur besarnya tarif penerbitan perizinan usaha dibidang Pertambangan Umunr
menurut jenis golongan Retribusi adalah :

A. IUP ( Bahan GaliSn Golongan A dan B )

f . izinlKuasa pertambangan penyelidikan umum Rp. 500.000,-

2. Izin /Kuasa Pertambangan Eksplorasi :

- 5 - 50 ha Rp. 1.000.000,- / Tahun

- 51 - 50Q ha Rp. 3.000.000,- f l-ahun

- diatas 500 ha Rp. 5.000,000,- / Tahun

3. IzinlKuasa Pertambangan Eksploitasi :

- 5 - 50 ha. Rp. 1.000.000,- f l-ahun

- 51 * 50O ha Rp. 3.000.000,- / Tahun

- diatas 500 ha Rp. 5.500.000,-/ Tahun

4. IzinlKuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian : -

- 5 - 50 ha Rp. 500.000,- / Tahun

- 51 - 500 ha Rp. 1.000.000,- / Tahun

- diatas 500 ha Rp. 1.500.000,- / Tahun



5. IzinlKuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan :

5 - 50 ha Rp. 1.000.000,- / Tahun

- 51 -: 500 ha Rp. 1.500.000,- / Tahun

- diatas 500 ha Rp. 2.000.000,- / Tahun

B. Bahan Galian Golongan C:

1. Pasir Sungai

- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp. 1.000,000,-. lTahun

- Izin Usdha Pertambangan Eksplorasi Rp. 1.500.000,- lTahun

- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 2.000.000,- / Tahun

- Izin Usaha Peftambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 2.5000.000,-/
Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 3.000,000,- /
Tahun

, l

2. Tanah Liat

- Izin Usahg Pertambangan Penyelidikan Umum Rp, 500,000,-. / Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 1.000.000,- lTahun

Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 1.500.000,- / Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 2.000.000,-/ Tahun

- izin Usaha Pertambangan pengangkutan dan penjualan Rp. 2.500.000,- /
Tahun.-- i

3.  Grani t

- Izin Usaha Pertambangan penyelidikan Umum Rp .2 500.0 00,-. lrahur-r

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 3.000.000,- lTahun

- izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 3.500.000,- / Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 4.000.000,-/ Tahr|r

- izin Usaha Pertambangan pengangkutan dan penjua6n-Rp. 4.500.000,- i
Tahun

4. Kaol in

- Izin Usaha Pertambangan penyelidikan Umum Rp .2 000.000,-. / Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 2,500.000,- lTahun

- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 3.000.000,- / Tahun

- Iz in Usaha Pertambangan Pengolahan dan pemurnian Rp. 3,500.000.- /  r ;ht ;^



- izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 4.000.000,- /
Tahun

5. Bentonit 
.

- Izin Usaha PerLambangan Penyelidikan Umum Rp t 500.000,-. lTahr.lrr

- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 2.000.000,- lTahun

- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 2.500.000,- / Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp, 3.000.000,-/ T-alrrri

i i l f faha 
Peftambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 3.500,000,- /

6. Kuarsa

- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp 2.000.000,-. lTahun

- Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Rp. 2.500.00A,- lTahun

- Izin Usaha pertambangan Eksploitasi Rp. 3.000.000,- / Tahun

- Iz in Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 3.500.000,- /  Tahir | ]

- Izin usahJ pengangkutan dan penjualan Rp. a.0o0.ooo,- /Tahun

7. Tanah Timbun

- izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp 1.500.000,-. lTahun

- Izin usaha pertambangan Eksprorasi Rp. 2.000.000,- lTahun

- Izin usina pertambangan Eksproitasi Rp. 3.000.000,- / Tahun

- izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 3.500,000,-/ Tahrr,.

- Izin Usaha pengangkutan dan penjualan Rp. 4.000.000,- lrahun

3' Sumbangan untuk Daerah Hasil Produksi Izin Usaha pertambangan (IUp) Tahap
Eksploitasi Batu Bara sebesar Rp. 1000/ Ton setelah dikurangi biaya operasional
Penambangan iJan pengangkutan.

BAB VII
PENGATURI\N PEMBAYARAN RETRTBUS T --

Pasal 10

I ) Pembayaran Retribusi perizinan dilaksanakan pada Dinas yang ditunjuk.

2 ) Retribusi Perizinan dibidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud datam
Peraturan Daerah ini wajib dibayar setelah diterbitkan Izinnyi oleh Bupati melatui Dinas
yang di tunjuk.

j 
'  Eukti Pembayaran Retribusi Perizinan dibidang Pertambangan Umum diberikan denga.

ianda bukti pembayaran perizinan, yang diketahui oleh Dinas yang ditunjuk.



BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SATUAN KER]A PEMUNGUT

Pasal 11

( 1 ) Satuan kerja Pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atau Pejabat yartcl
d i tunjuk.

(2 ) Kepala Daerah Kabupaten Indragir i  Hil ir  secara teknis menunjuk dan mengangkat
seorang Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Juru Pungut sesuai denqat.r
Prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3 ) Satuan Kerja Penyelenggaraan membukukan dengan administrasi yang teratur atas
semua kegiatan.

(4 ) Satuan Kerja PemunguL secara teratur dan kontiniu memberitcan taporan secara berkala
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARAWAN

KHUSUS PENERIMA

' Pasal 12

( 1 ) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil  sudah disetorkan oleir
nomh:nf '  Bendaharawan Khusus Penerima ke BKP/Kas Daerah.|Ju,  | ,vs,  

'LU 
u

(2 ) Penyimpangan dari (etentuan ayat ( 1 ) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dencla,r
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3 ) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalar; 'r
penguasaannya:

a, Di luar batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayal
(2);

b. Atas nama pribpdi/Instansinya pada suatu Bank;
c, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerimaan dan Juru Pungut dengan persetu;uarr

aLasan langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikarr
laporan pertanggung jawaban ke Bupati,

BAB X
PENGELOLAAf{ PEN ERIMAAN

Pasal 13
1) Sebagian penerimban retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yEng berkartarr

dengan retribusi tersebut
2 ) Ketentuan lebih' lanjut mengenai pembagian dan penggunaan sebagaimana dimaksrrcJ

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
WII.AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

l : l irbtrsi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Indragiri Hil ir yang memiliki usaha pertambanqarr
'.rrl lrn nrelalui Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan ri.r ir



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

: f  l )

2)

BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERH UTANG

Pasal 15

Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

diper lukan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

SPORD sebagaimana pada ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

Untuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud parla
ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

t . , .

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan Retribusi Terhutarro
dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriKaan dan ditemukan data baru dan data semula beltrnr
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, rrif:,:
dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, isi dan tatq cara penertiban atau dokumen lain yang dipersamakan sebagarnr;r ,,
dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pungulan Retribusi t idak dapat diborongkan.
:

Retribusi dipunEut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersanrak,-:,
dan SKRDKBT.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Wajib Retribusi harus dapat membayar tepat pada waktunya dan tidak boleh kuranq
membayar Retribusi.

Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang memba'7.ir
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 o/o setiap bulan dari Retrrbusr
' , : . r -  forhrr fann afar '  r ' '  -^-^ ' ' t ;L^"--  - terrdi ianih dcnnan mtrnnrrrrnakan qTRT)



l / )

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(1)

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terhutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRI)
aiau dokumen lain yang dipersamakan, SKRSKBT dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBI,
STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus
dibayar bertambahr ydng tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih
melalui Badan Usaha Piutang daq Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundarr,;-
undangan yang berlaku.

BAB XIX, KEBERATAN

Pasal 22

Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatian hanya kepada Bupati atau Pejabat yang
dilunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang disertai alasan-atasan
yang jelas. 

:i

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan cara ketepatan Retribusi harus dapat
membuktikan ketidakpuasan Retribusi tersebut.

Keberalan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak tanggal
SKRD atau dokumen. lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuatr
apabila Wajib Retrlbusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar R6t-ribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi

Pasal 23

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatarr
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau s€baQiair,
nrenolak alau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(2)



(2)

(3)

(4)

(s )

{6 )

( r )

(1)

(1)

1)

2)

Appabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) telah lewat dan Bupatt
tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut diangqalt
d ikabulkan.

BAB )O(
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permononan
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus memberi
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempuqyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud'pada ayat ( 1 ) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang Retribusi tercebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dilakukan jangka waltu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupatr
dengan sekurang-kurangnya mqnyebutkan :
b. Nama dan AlarTiat Wajib Retribusi.
c. Kuasa Retribusi
d. Besarnya Kelebihan Pembayaran.
e. Alasan yang singkat dan jelas

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara
langsung atau mel3lui Pos Tercatat.

Bukti Penerimaan.oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan
bukti saat permghonan diterima oleh Bupati.

' pasal 26 
-__

Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah
menr bayar Kelebihan Retribusl.

Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi tainnya,
pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan
juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

(2)

(3)



BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

1 ) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

2) Pemberian Pengurangan aLau Keringan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

3 ) Pembebasan Retribusi sebagalmana'dimaksud pada ayat ( 1 ) antara lain diberikan
kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kesusahan.

BAB XXII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

1 ) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan Tindak Pidana Retribpsi.

2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) tertangguh apabita :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
b Ada Pengakuan Hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tiJak

langsung dilakuk'an sehubungan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYEDIKAN

Pasal 29

1 ) Pejabat Pagawai Negri Sipil tertentu dil ingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenanq
khusus sebagai. pgnyidik untuK melakukan penyidikan Tindak pidana pajak Daerah d;:rl
Retribusi Daerah'sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomoi g tahun 19gl
tentang acara Pidana.

7) wewenang Penyidik sebaEai dimaksud dalam ayat ( 1 ) adalah

a' Menerima, mencEri, mengumpulkan dan meneliti keterangan abau laporan berkenaan
dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporarr
menjadi lengkap dan Jelas.

b' Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan Tindak pidana Retribusi
Daerah. ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubunan-
denganTindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku, catatan-cabatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan denqan
Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buKi, pembukuan pencacatan
dan dokumen-dokumen lain serta melaukan penyitaan terhadap bahan bukii tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
. Pidana dibidang Retribusi Daerah.

q. Menyuruh berhenti dan atau seseorang meninggalkan ruangan afau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

sa ksi .



i

k.
Menghentikan Penyidikan.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana
dibidang Retribusl Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui
penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor B
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28 .',,1:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp,5.000.000,- (_Lima juta rupiah ).

Tindak Pidana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.

(3)

(1)

(2)

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

' Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua'orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan
menempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten indragiri Hilir.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 19 llurt

BUPATI INDRAGIRT HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

2005

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 4 ltr,,flt am:

i . -

ARIS DAERAH
RAGIRT HIIIR

.I
0182183

TEMBARAN DAEMH KABUPATEN
TAHUN 2OO5 NOMOR. 10 SERI

INDMGIRI HILIR
c p6p'19p. 1f



PBNJELASAN

PE.ITATTJRAN DAERAI,I KABUPATEN INDRAGIRI HI LIR

NOMOR : ro TAI{UN 2005

TENTANG

ROTRI BL]SI IJSAFIA PBRTAMBANGAN UMUM DAERAI.I

I. TI iVI I-J N{

Dalam rnowuiudkan pcmerataan hasil-hasil pembanounan yanil borsumber dari seklor
pcrtarnbangan umum maka pengelolaan pertantbartgart sejauh tttungkitt ltarus tltcttgiktrl scrlakatl
rnasyarakat koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah selain untuk memberikan peluang kerja
dan peluang usaha juga untuk mencegah terjbdinya monopoli usaha.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun '1969
dan Undang-undang Nomor 34.Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten
lndragiri Hilir mempunyai kefenangan untuk mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan
mengembangkan usaha pertambangan umum.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang'-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai
cjaerah otonom, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijaksanaan untuk
mengatur, mengurus, membina, mengawasi, menyelidiki dan mengembangkan usaha pertambangan
umum serta pengelolaan-.-kewenangan. yang bersumber dari Retribusi Pertambangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir. '

Penerimaan Retribusi Usaha Pertambangan Umum adalah untuk peningkatan/menunjang
pemasukan Pendapatan Asli.Daerah sebagai upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta
untuk mengurus, membina, mengendalikan, mengawasi kegiatan usaha pertambangan umum.

Peraturan Dadrah ini merupakan dasar untuk digunakan sebagai landasan pelaksanaan
pengelolaan/pemungutan dan penggunaan retribusi yang dipungut dari kegiatan penggsahaan
pertambangan umum mpt.1pun dari Pertambangan Rakyat sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

I I .  PIiN.ITJLI\SAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal  7
Pasal  3
Pasal  4

Cukup Jelas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Bahan Gatian Gotongan A dan B adatah
Jenis bahan gatian tambang yang
diunggutkan yang di harapkan dapat
meningkatkan daya guna dan hasit
guna sebagai bahan gatian.



PasaI
Pasat
PasaI
Pasat

5

1

B

Pasal B Ayat (3) 2.a s/d f

Pasal  9 Ayat (1)

Ayat (2) dan (3)

Ayat (3) 1.a

Ayat (1) s7d
Ayat (1) s/d
Ayat (1) s/d

Ayat (1) s/d (3)
Ayat (1) s/d (3)
Ayat (1) dan (2)
Ayat (1) dan (2)
Ayat (1) s/d (3)
Ayat (1) dan (2)
Ayat (1) s/d (6)
Ayat (1) s/d (3)
Ayat (1) s/d (6)
Ayat (1) s/d (3)
Ayat (1) dan (2)

Pasal 10
Pasa[ 11
Pasa[ 17
Pasal  13
Pasa[ 14
Pasal  15
Pasa[ 16
Pasa[ 17
Pasal  18
Pasa[ 19
Pasa[ 70
Pasa[ 71
Pasa[ 77
Pasat 23
Pasa[ 24
Pasa[ 75
Pasa[ 76

(4)
(3)
(4)

Ayat (1 )  s/d (3)

Bahan Gatian tambang tertentu tidak
dapat di ekspor datam bentuk bahan
mentah (raw Materiat) adatah sejenis
bahan gatian tambang yang dapat
diotah sehingga mempunyai niLai juat
yang tinggi misatnya ; batu setengah
permata, Marmer, Granit/Andesit atau
jenis tainnya

Cukup Jetas
cukup jetas
Cukup jetas
lzin Usaha Pertambangan Penyetidikan
Umum Rp. 500.000,-
Penetapan Tarif Retribusi sebesar
tersebut diatas didasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003,
dimana objek Retribusi tersebut tetah
menyetor luran Tetap Penerimaan
Negara bukan.Pajak kepada Negara

Penetapan tarif Retribusi yang
dikenal<an pengusahaan dimaksud
didasarkan kepada ketidaksertaan
luran kewajiban membayar luran atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2003 tentang tarif atas jenis
Penerimaan Negara bukan Pajak

Pembayaran Retribusi Usaha
Pertambangan Umum Daerah adatah
dibayarkan kepada Pembantu
Pemegang Kas Penerima sesuai dengan
Surat Keputusan Bupati yang ditunjuk
di masing-masing Dinas

Cukup Jetas

Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jelas
Cukup Jetas
Cukup Jelas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jelas



Pasal
PasaI
Pasat
PasaI
Pasal

77 Ayat (1 ) dan (2)
2B Ayat (1) s/d (3)
29 Ayat (1) dan (2)
30
31

Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jetas
Cukup Jelas


